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PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW) DALAM KONVENSI
HAK ANAK DAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
{Helmy Fakhrzal Farhan, Fakulias Hukum Universitas Andalas, 84 balaman,
2003)

ABSTRAK

Anak merupakan bagian integral darl manusia, vang mempunyvai bak-hak
dasar vang hargs dihormat dan dilindungl, Penghormatan dan perlindungan hak-
hak anak sccara internasional diatur dalam Kenvensi Hak Anak (Converiion on
fhe Rights aof The Child), yang lengkap mengatur hak-hak anak dan
perlindungannya dan wvang paling banyak diratifikasi oleh negara peserta,
termasuk  Indonesia. Penghormatan dan perlindungan  terhadap anak  «dalam
Fonvensi Hak Apak salah sstenya adalah perlindungan khusus terhadap anak
vang berkonflik dengan hukam (children fn conflice with the law), Permasalahan
dalam skripsi i adalah @ 1) bagaimana perlindungan terhadap anak yang
berkemilik denpan hukum pada proses peradilan pidana anak dalam Konvensi Hak
Anak dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Anzk Indonesia, dan 2) bagaimana
perlindungan yvang diberikan di luar proses peradilan pidana anak, Penclitian vang
dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, vaim penelitian
vang dilakukan melalul penclusuran bahan-bahan pustaka atau data sekunder.
Hasil penclitian menggambarkan bahwa perlindungan anak yang  berkonflik
dengan hukum dalam Konvenst Hak Apak diatur secara khusus pada Pasal 37 dan
Pasal 40 Konvensi Hak Anak dengan penjabaran secars khusus dalam Beijing
fudes dan JOL Rules serta diatur dalam hukum perlindungan anak di Indenesia
vang dilakukan melalui Sistern Peradilan Pidana Anak (fuvenile Susiice Sysiem),
mulal dari tahap penvelidikan sampai tahap penjatuban hukuman, Perlindungan
anak di luar proses peradilan, dilakukan dengan dasar Diversi, vaitu pengaliban
Rasus dan penanganan formal kepada informal serta Diskress, vaitu penghentian
masus oleh pejabat berwenang pada semua tahap peradilan. Langkah-langkah
diversi dan diskresi dimaksodkan adanya sistem Restorative Justice, vailu
penyelessian melalul mediasi antara  pelaku  dan korban  dengan  tujuan
memulibkan hak-hak dari kedua pihak, sehinpga anak scbapai pelaku ddak
mengalami tekanan mental karena dibadapkan pada proses peradilan, Dibarapkan
terciplanya penghormatan dan perlindungan hak-hak anak vang berkonflik dengan
hukum, khususnya dalam proses peradilan anak dan di luar proses peradilan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusis merupekan makhluk Tuban vang paling muliz, karena dia
diberikan akal dan pkiran sehingea dapat membedakan mana vang benar dan
mana vang salah. Sebapai makhluk Tuhan, manusia diberkan hak-hak vane
melekat kepada dininva, semata-mala karena @ “manusia” Hak tersebul
merupakan hak dasar bagl manusia vang disebut dengan Hak Asasi Manusia
(HAMY

Hak-hak asast berarti bahwa, setiap orang berhak glas seluruh hak dan
kemerdekaan vang dinyatzkan di dalamnya, anpa perbedsan dalam bentuk
apapun, seperti perbedaan ras. warna kulit, pandangan politik dan pandanpan
lain, asal-usul bangsa dan sosial, harta kekavaan, kelahiran ataw status lnn®

Penghormatan dan perlindungan terbadap hak-hak asasi manusia perlu
dilakuken, schingga akan menciplakan suatu tatanan kehidupan vang tertib
dan udak kacaw dalam masyarakat. Dengan penghormatan dan perlindunpan
hak-hak ssasi juga merupakan penghormatan terhadap kedudukan manusia
sehagal makhluk Tuhan vang bermartabat tingel. Siapapun, scbagsi manusia
dia mempunyai hak vang sama untuk dihormat, dilindungi, dibela hak-

haknya, ndak digbaikan. disayangi dan tidak dikuranai hak-haknya,

_' heafiien, Restiom (20000, Dsessiieny Feak v M, Jakara  CESDA LISES. hal 43
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Dreklarast Universal tenmang Hak Asasi Manusia (DUHAM) YA
ditetapkan olzh PEE memberikan tuntunan bagi penghormatan hak asasi
manusia di seluruh dunia. Dalam DUHAM tersebut dikemukakan hak-hak
desar vang diakui dan muatlak diriliki oleh setiap manusia sccara umum,
termasuk anak-anak. Secara pasional, Undang-Undang Republik [ndonesia
Momor 39 Tahunr 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirancang khusus untuk
memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap HAM. Sebagai undang-
undang payung (uesheefio aor) bagl semua peraturan perundanp-undangan
vang mengatur tentang hak aspst manusia di lndonesia, UU NMomor 39 Tahun
|99% mempunyvai bagian khusus vang mengatur tentang hak anak’

Anok-anak, schagaimana juga perempuan merupakan kelompok vang
rawan untuk dilanggar hak-hak dasarnya. Maka sangat penting sekali adanya
upaya-upave bagt penghormatan dan perlindungan hak asasinva, Majelis
Umum PBE puda tabun 1959 menyelujui The {959 Declaration ain The Higrhiiy
of Fhe Chld (Deklarasi Hak-Hak Anak 1939) vang merupakan upava bagi
penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi
pedeman untuk melakukan tindakan vang umum mavpun pribadi sehubungan
dengan kepentingan anak-anak.

Upaya-upaya bagl penghormatan dan perlindungan hak-hak anak tidak
sampal disity sgja. Berbagal peraturan vang beriujuan untuk menghormat: dan
melindungi  bhak-hak anak terus dibwat, dan puncaknyva adalah dengan

dizetjuinya Conveniion on The Righis of The Chidd (Konvensi Hak-Hak

" Bab M) Bagian Kesepulul UL Nomaor 39 Takun (099
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Anak) oleh Majelis Uum PBE pada tanggal 20 Nopember 1989, Konvensi
ind mulat berlaku sebagar instrumen hukum [nternasional secara resmi pada
tanggal 2 September 1990, satu bulan setelah 20 nepars meratifikasinya’,
Indonesia sendii meratilikasi Konvenst tersebut pada tanggal 25 Agustus
1990 melalui Keppres No, 26 Tahun 1990,

Ronvensi Hak Anak sebapai pernvataan yang paling sempurna terhadap
bak-hak anak melindungi anak-anak dan mengakui bahwa kenikmatan akan
suatu hak, vanu hak sipil. politik, ekonomi dan budaya tidak dapat dipisahkan
denpan kenikmatan hak-hak lainnya’.  Salab satn hak vang diakur dalam
konvenst im adalab hak mendapatkan perlindungan khusus bagr anak vang
berkonthk denpan hukum. wvazitn hak perlindungan terhadap anak vang
melakukan  kejahatan atau  kenakalan, vang  dikenal denpan  juvenile
el uercy,

Masalah kejahatan dan kenakalan anak merupakan suatu fenomenn
tersendirt. vang dihadapm oleh semuz negara 4 dunia, vang semakin hari
semakin mengalami pemnpgkatan dan kegentingan, Laporan sccara nasional
dan inernasionzl menunjukkan adanva peningkatan dan keseriusan pada
maszlah keiahatan dan kenakalan anak ine, terutama di kewasan Asia Pasilik®,
termasuk juga di Indonesia. Sebagai comioh, data di Pensadilan Negeri

Bandung menunjukkan kasus kepahatan anak yang masuk pengadilan tahun

' Cassandra, Vicl {2000 Perdiwlwigan Sk dan Perav serse UNICER torficdap Anal
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2001 ada 82 darn total 1378 kasus. yang meningkat menjadi 93 kasus dari tolal
704 Kasus pads tabun 2002 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2003,
vaity sebanvak 32 kasus” Data lain juga terdapat di Lampung Menuns
BAPAL (Balm Pemasvarakatan) Lampung, padz abun 2000 setap bulannya
rata-rata tenadi 35 kasus anak vang berkontlik dengan hukon, berart dalam
setabiun ada 420 kasus anak vang berkontlik dengan hukom (kejahatan anak’®
Data-data di atas menjadi bukti bahwa permasalaban kejahatan anak perlu
mendapatkan perhatian dan penanganan vang serius,

Penanganan terhadap anak vang berkonflik dengan hukum akibat
nerbuatan dan tingkah laku yvang menyvimpang dari anak-anak periu dijadikan
priorilas, tetapl sckali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan
sepala karakternva vang kKhosus, yaity wajib dilakokan oleh pejabat dan
pefugas Khusus vang ditugasi untek o dan vang benar-benar memahami
masalah anak’”

konvenst Hak Anak sebagal pedoman bagi perlindungan anak secara
inernasional membertkan perlindungan terhadap permasalaban anak vang
berkanthik dengan hukum, vang menvatakan perlindungan anak dalam proses
vang menckan kebebasannva (Pasal 371, perlindungan anak dalam prosedur
perachlan anak (Pasal 400 serta re-integraz sosial anak-anak dan penvembuhan

fisik dan psikologis anak (Pasal 39).

S paan-radiet com - “Pengadilan Koavessional Anak Bukan Cara Terbak Atasi Anak
Pelangoar Hukwm”

Yo sinrieor i, "Cntaczn Akkir Tabun 2007 Anak vang Berkonfik dengan Hitkum,
Lembagn Advokisi Arak-Damar, Lanpung”
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Karena sifatnva vang universal dan mengikat, maka setiap negara yang
meratifikasi wajib untuk melakukan perlindungan terhadap anak  yane
berkonllik dengan hukum. Termasuk di dalamnya adalah Indonesia  vang
mengaturnya dalam  berbagal  peraturan  perundanp-undangan bagi
perlindungan anak, kbususnva anzk yang berkootlik dengan hukum. Tetapi
vang perlu diperhatkan adaloh bagaimana upava perlindungan 1ersebut harus
memperhatikan prinsip-prinsip umoem bap perlindungan anak vange terdapat
dalam Konvensi Hak Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip vang
terbatk bagi anak (hest mieress of the ofild), prinsip hak hdup, kelungsunpan
fidup dan perkembangan anak, sera prinsip menghargai pandangan anak,

Hal i menderong penulis untuk  melakukan  penclitian tentang
perlindungan terhadap anak vang berkonflik denpan hukum sehagai sehuah
penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak,
vang diteangkan dalam suatn skripsi yang berjudul @ PERLINDUNGAN
ANAK YANG BERKONFLIK DEMGAN HUKUM [CRILINEN N
CONFLICT WITH YRE LAWY MENURUT KONVENS] HAK ANAK DAN

DIKAITEAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA,

. Perumusan Masalah
Dari wraian latar belakang diatas dan wntok lebibh memfokuskan
pembahasan, maka permasalzhan vang diangkat dalam karya wlis ini antama

[ain :



Bapaimanakah perhindungan anak yanp berkonflik dengan hukum dalam
proses  peradilan pidana anak  menurut Konvenst Hak  Anak  dan
implementasinya berdasarkan hukwmn perbindungan anak di Indonesia”

Hagaimanzkah perlindungan anak vang berkonflik dengan hukum di luar

proses peradifan pidana anak?

C, Tujuan Penelitian

Gerdasarkan  judul dan pembatasan masalab, penclitan mempunyai

L1l ey uncuk -

L3,

Mengetahu bagaimana perlindungan anak vang berkontlik dengan hukum
dalam proses peradilan pidana anak menurut Konvens: Hak Anak dan
implementasinya berdasarkan hukum peclindungzan anak di Indones:a

Mengetahul dan memahami bagaimana perlindungan anak vang berkonilik

dengan hukum dr luar proses peradilan pidana anak

Manfaat Penelitian

Dhharapkan dan penelinian ind akan dapat membenkan manfaat bark

secura teoritis maupun manfzat secara paktis,

secara teorttis, diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bawg
pengembangan  tlmu hukum  khosusnya dzlam badang Hukum
*erlindungan Anak.

Mantast prakis, adalab memberikan manfazt bagi para praktisi hokom

vang berperak dalam penegakan hukum supaya menambah wawasan



BAB LI

PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN

HUKUM (CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAWY

DALAM KONVENSI HAK ANAK DAN IHKAITKAN DENGAN

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Perlindungan Awmak vang Berkonflik dengan Hukum  dalam  Proses

Peradilan Pidana Anak Menorot Konvensi Hak Anak dan Berdasarloan

Hukum Perlindungan Anak Tndonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Sustice System)

Setiap tndak pidana mempunyan implikasi terhadap korban MALpUn
bagt pelaku. Pibak korban jelas menderita kerugian, karena fa langsung
menjedi penderita dari tindak pidana tersebut. Bagi pelaku, ia harus
mempertanggungiawabkan tindakan/perbustannya melalul suatu proses
peradilan untuk membuktikan kesalahannys tersebut.

Proses peradilan yang harus dilalui oleh pelaku tindak pidana berakuy
bagi siapapun, termasuk bagi scorang anak vang diduga staupun disangka
melakukan tindak pidana Tetapi terhadap pelaku tindak pidana vanp
termasuk  snak-anak  diperlukan  suatu  sistem  peradilan tersendin,

mengingat dari sitat dan kekhususan karakter seorang anak yang berbeda

L



BAB IV

FENUTUP

AL hesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebeluminva, maka dapat ditark
suatu kesimpulan sebapai berikut ;
| Perlindungan khusus terhadap anak salah satunya diberikan kepada Anak
vang berkontlik dengan Hukam (¢ hildeen o Conflied with The Law), vang
dilakukan pada proses peradilan pidana anak dan oi lvar proses peradilan
setiap anek vang diadil, haros melalu sistem peradilan vang khisis
unluk anak. yaitu Sistem Peradilan Anak (Qeverile Juseice Svsient),
Perhndungan dalam proses peradilan anak vang diatur dalam Konvenss
Hak Anak dan instrumen internasional lzin vang terkail scria instramen
rasional Indonesia mengenar Hukum Perlindunpan Anak adalah -
3. Penentizan batas usia minumum anak vang boleh diadil
b Tidak ditangkap dan ditahan sera bemuk perampasan kebebasan
lainnya sccarn  sewenang-wenang.  Penahanan  dan  perampasan
kebebasan dilakukan sehagal upaya terakhir dan dalam wakwu vang
mafing pendek.
¢, Dhanpeap tdak bersalab menurut hokum sasional dan imernasional
sampai dibuktikan menurut proses peradilan vane adil.

Jd. Penahanan seorang anak harus dipisahkan dari orane dewasa.
L 2
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